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ABSTRAK:  
Praktik Politik uang adalah isu krusial dalam pemilihan legislatif di 
Indonesia. Praktik pemberian imbalan untuk memengaruhi pemilih ini 
merusak integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi 
dan menganalisis praktik politik uang dalam pemilihan legislatif di Desa 
Lende, Kabupaten Donggala. Dengan merujuk teori Aspinall dan Mada 
Sukmajati (2015), penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk politik uang 
seperti vote buying, individual gifts, dan club goods di tingkat desa. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. 
Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Sembilan 
informan kunci di antaranya yaitu penyelenggara Pemilu, pengawas 
Pemilu, pemerintah Desa, tim sukses calon anggota Legislatif, dan 
pemilih. Selain wawancara, data sekunder dikumpulkan melalui 
dokumentasi dan observasi untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian 
ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang di Desa Lende terwujud 
dalam tiga manifestasi utama. Pertama, pembelian suara (vote buying) 
terlaksana melalui penyaluran uang tunai secara langsung kepada warga 
masyarakat. Kedua, pemberian bersifat personal (individual gifts) juga 
teridentifikasi, berupa penyediaan sembako dan beragam kebutuhan 
sehari-hari yang ditujukan kepada individu maupun keluarga tertentu. 
Ketiga, praktik politik uang turut hadir dalam wujud pemberian barang 
atau fasilitas yang bersifat kelompok (club goods), seperti alokasi 
pendanaan untuk pembangunan infrastruktur desa yang dapat 
dimanfaatkan secara kolektif oleh seluruh masyarakat. Implikasi dari 
temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada 
berbagai pihak terkait. Bagi penyelenggara pemilu, hasil penelitian ini 
menegaskan betapa mendesaknya pengawasan yang lebih saksama dan 
penegakan hukum yang efektif dalam upaya memberantas praktik 
politik uang. Sementara itu, bagi para kandidat dan partai politik, 
penelitian ini menjadi bahan refleksi yang penting terhadap kualitas 
demokrasi dan legitimasi perwakilan rakyat. Lebih jauh lagi, bagi 
masyarakat sebagai pemilih, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya politik uang serta 
mendorong partisipasi pemilih yang lebih rasional dan didasari 
integritas. 
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ABSTRACK: 
Money politics is a crucial issue in Indonesian elections, including village 
legislative elections. The practice of giving rewards to influence voters 
undermines the integrity of democracy and the accountability of representation. 
This study aims to identify and analyze the practice of money politics in 
legislative elections in Lende Village, Sirenja District, Donggala Regency. By 
referring to Aspinall and Mada Sukmajati's (2015) theory, this research 
examines forms of money politics such as vote buying, individual gifts, and club 
goods at the village level. This research uses a qualitative approach with a 
descriptive type. Data was collected through in-depth interviews with nine key 
informants including election organizers, election supervisors, village 
governments, successful teams of legislative candidates, and voters. In addition 
to interviews, secondary data was collected through documentation and 
observation to strengthen the analysis. The results of this study show that the 
practice of money politics in Lende Village is manifested in three main 
manifestations. First, vote buying was carried out through the distribution of 
cash directly to community members. Second, individual gifts were also 
identified, in the form of providing basic necessities and various daily needs aimed 
at certain individuals and families. Third, the practice of money politics is also 
present in the form of the provision of club goods or facilities, such as the 
allocation of funding for village infrastructure development that can be utilized 
collectively by the entire community. The implications of these findings provide 
a deeper understanding to various related parties. For election organizers, the 
results of this study emphasize the urgency of more careful monitoring and 
effective law enforcement in an effort to eradicate the practice of money politics. 
Meanwhile, for candidates and political parties, this research is an important 
reflection on the quality of democracy and the legitimacy of people's 
representatives. Furthermore, for the public as voters, it is hoped that the results 
of this research can raise awareness of the potential dangers of money politics and 
encourage more rational and integrity-based voter participation. 

  
 

 
Introduction / Pendahuluan 
 Praktik politik uang telah menjadi noda dalam lanskap demokrasi di berbagai 
penjuru dunia, termasuk Indonesia, dan menjelma sebagai ancaman nyata bagi 
kejujuran proses pemilihan. Tindakan memberikan imbalan berupa materi atau jasa 
dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih, yang lazim disebut politik uang, 
berpotensi merusak representasi yang sebenarnya dan akuntabilitas para wakil rakyat 
(Karso, 2024). Lebih spesifik lagi, dalam konteks pemilihan legislatif di tingkat desa, 
praktik ini menunjukkan ciri khas tersendiri yang memerlukan pengungkapan yang 
mendalam. Penelitian ini secara khusus menyoroti praktik politik uang yang terjadi di 
Desa Lende, Kabupaten Donggala, sebuah wilayah yang menyimpan dinamika sosial 
dan politik lokal yang unik dan menarik untuk diamati. Melalui pengamatan yang 
cermat terhadap berbagai wujud politik uang di tingkat akar rumput ini, penelitian ini 
mengajukan argumen bahwa pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk 
praktik politik uang, termasuk pembelian suara (vote buying), pemberian hadiah 
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kepada individu (individual gifts), serta penyediaan fasilitas atau barang untuk 
kelompok (club goods), dalam konteks spesifik Desa Lende akan memberikan 
sumbangsih yang berarti bagi perumusan strategi pencegahan dan penindakan yang 
lebih efektif (Aspinall & Sukmajati, 2015). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 
dapat memperkaya kajian akademis mengenai perilaku pemilu dan praktik korupsi 
di tingkat lokal. 
 Praktik politik uang telah lama menjadi perhatian serius dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum di berbagai tingkatan di Indonesia. Fenomena ini, 
yang melibatkan pertukaran dukungan suara dengan imbalan materi atau jasa, 
mengancam integritas proses demokrasi dan berpotensi menghasilkan representasi 
politik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Narek et al., 2024). Meskipun 
sosialisasi dan Pendidikan politik telah dilakukan untuk memberantasnya, politik 
uang masih menjadi tantangan nyata, terutama dalam kontestasi elektoral di tingkat 
lokal seperti pemilihan legislatif di Desa Lende. Kompleksitas relasi sosial dan 
ekonomi di tingkat akar rumput seringkali menciptakan celah yang memungkinkan 
praktik ini tumbuh subur. 
 Desa Lende sendiri memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi 
target potensial bagi praktik politik uang. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
terverifikasi sekitar 500 pemilih, Desa Lende menjadi salah satu arena persaingan ketat 
dalam pemilihan. Angka ini menempatkan Desa Lende sebagai desa dengan jumlah 
DPT terbanyak ketiga di wilayah tersebut, sehingga potensi praktik transaksional 
untuk meraih dukungan menjadi perhatian tersendiri bagi para kandidat. Faktor 
ekonomi disinyalir menjadi salah satu pendorong utama terjadinya praktik politik 
uang di Desa Lende. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bervariasi 
dapat menciptakan kerentanan terhadap tawaran imbalan dari para kandidat, di mana 
sejumlah kecil uang atau barang kebutuhan dapat menjadi pertimbangan signifikan 
dalam menentukan pilihan politik. 
 Fenomena menarik yang teramati di Desa Lende adalah bahwa jumlah 
pemilih yang menerima tawaran politik uang tidak sepenuhnya linear dengan hasil 
suara yang diperoleh oleh kandidat yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa sebagian masyarakat Desa Lende masih memiliki kesadaran yang kuat akan 
pentingnya prinsip demokrasi dan menolak untuk sepenuhnya tunduk pada praktik 
transaksional dalam menentukan pilihan politik mereka. Meskipun godaan imbalan 
materi mungkin ada, nilai-nilai partisipasi yang bebas dan rahasia serta keyakinan 
akan pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi kandidat masih dipegang teguh 
oleh sebagian pemilih. 
 Dengan demikian, praktik politik uang pada pemilihan legislatif di Desa 
Lende, Kabupaten Donggala, merupakan isu multidimensional yang melibatkan 
berbagai faktor, mulai dari bentuk-bentuk transaksional yang beragam, indikasi 
peningkatan praktik dari waktu ke waktu, potensi kerentanan ekonomi pemilih, 
hingga adanya resistensi dari sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
demokrasi. Pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika politik uang di 
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tingkat desa ini menjadi krusial untuk merumuskan strategi yang efektif dalam upaya 
mewujudkan pemilihan yang bersih, jujur, dan berintegritas. 
 Praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan legislatif di Indonesia telah 
menjadi area kajian yang menarik perhatian banyak peneliti, menghasilkan beragam 
temuan terkait pola, dampak, serta strategi untuk mencegahnya. Sebuah studi yang 
dilakukan di Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang, mengungkapkan bahwa kondisi 
ekonomi masyarakat yang rendah serta tingkat pendidikan yang terbatas 
menciptakan kerentanan, sehingga mereka cenderung menerima pemberian uang 
atau barang material dari para kandidat. Masyarakat setempat bahkan 
menganggapnya sebagai "rezeki," meskipun disadari bahwa praktik ini memiliki 
konsekuensi negatif terhadap partisipasi demokrasi yang sehat (Sihite et al., 2023). 
Temuan serupa juga muncul dalam penelitian terkait Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Boyolali tahun 2020. Pandemi COVID-19 memperparah kondisi ekonomi 
masyarakat, yang mengakibatkan peningkatan nominal dalam praktik pembelian 
suara (vote buying). Para kandidat dalam pilkada tersebut juga memanfaatkan strategi 
melalui loyalis personal yang terhubung melalui jaringan sosial (Carolina, 2022). 
Aspinall dan Sukmajati (2016), dengan menggunakan kerangka teori patronase, 
mengkategorikan praktik-praktik ini sebagai vote buying (transaksi langsung antara 
suara dan uang) serta individual gifts (pemberian barang kepada pemilih), yang 
seringkali dikemas sebagai "bantuan sosial" untuk menghindari stigma negatif dari 
politik uang. 
 Penelitian yang dilakukan di Bangli menunjukkan variasi lain dalam praktik 
politik uang, yaitu melalui club goods. Dalam konteks ini, para kandidat memberikan 
sumbangan untuk pembangunan fasilitas ibadah atau mendukung festival budaya 
sebagai cara untuk mendapatkan simpati dari kelompok masyarakat tertentu 
(Erviantono, 2017). Pola ini sejalan dengan temuan Aspinall dan Sukmajati yang 
menyatakan bahwa club goods (bantuan yang bersifat komunal) seringkali dianggap 
lebih legitim secara moral dibandingkan dengan transaksi yang bersifat individual, 
meskipun tetap mengandung muatan politik transaksional (Fossati, 2016). Sementara 
itu, di Kabupaten Donggala sendiri, upaya pencegahan praktik politik uang melalui 
pembentukan desa anti politik uang (seperti yang diinisiasi di Kecamatan Sirenja) 
menghadapi berbagai kendala, terutama terkait anggaran dan tingkat partisipasi 
masyarakat yang masih rendah dalam melaporkan adanya pelanggaran. Temuan ini 
memperkuat argumen dari studi-studi sebelumnya bahwa efektivitas pengawasan 
seringkali terhambat oleh budaya transaksi yang tertutup serta minimnya bukti fisik 
yang dapat diajukan. 
 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada 
pemahaman komprehensif tentang politik uang dalam demokrasi Indonesia, 
khususnya di tingkat desa. Dengan memahami operasi dan respons masyarakat 
terhadap politik uang, penelitian ini menjadi acuan untuk pencegahan dan 
penindakan yang efektif. Hasilnya juga menjadi referensi bagi pemangku kebijakan 
untuk merumuskan strategi konkret dalam memberantas politik uang di setiap 
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tahapan Pemilu, demi sistem demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas. Studi ini 
menguraikan bagaimana politik uang melekat dalam dinamika politik elektoral lokal 
dan perlunya pendekatan kebijakan yang sistematis untuk mengatasi tantangannya 
 Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah memahami praktik politik uang yang 
terjadi di Desa Lende, Kabupaten Donggala, demi memberikan pemahaman yang 
lebih baik kepada masyarakat Desa Lende, para kandidat yang berkontestasi, serta 
pihak penyelenggara pemilu.  
 
Method / Metode  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian 
deskriptif (Margareta, 2013). Pendekatan ini dipilih karena memberikan peluang 
kepada peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam serta menggali makna 
di balik praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Lende. 
Metode kualitatif berfokus pada data deskriptif yang diperoleh melalui serangkaian 
teknik, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Nurhayati et al., 2024). 
Dalam penelitian ini, instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai 
human instrument (Yunita & Pratiwi, 2021). Selain itu, pedoman wawancara dan 
observasi juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul relevan dan 
mendalam (Anufia, 2019). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan (Wau et al., 2022). Model analisis data yang diterapkan merujuk pada 
konsep Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang menekankan proses analisis secara 
induktif dan berulang hingga data mencapai titik kejenuhan (Miles, Huberman, 2014) 
Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 
praktik politik uang yang terjadi selama Pemilu 2024 di Desa Lende beserta 
dampaknya terhadap demokrasi di tingkat lokal. 
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan studi pustaka dan 
studi lapangan. Studi pustaka dilaksanakan dengan menelaah berbagai literatur yang 
relevan dengan topik praktik politik uang, sementara studi lapangan mencakup 
observasi dan wawancara mendalam (Nisa, 2024). Observasi dilakukan sebelum dan 
selama proses Pemilu 2024 berlangsung, di mana peneliti mengamati secara langsung 
fenomena politik yang terjadi di Desa Lende. Wawancara mendalam dilakukan 
dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, 
termasuk Penyelenggara Pemungutan Suara, anggota Panitia Pengawas Pemilu, 
Pemerintah Desa, tim sukses kandidat, serta pemilih. 
 
Result / Hasil  
1. Pembelian suara (Vote Buying) pada Pemilu 2024 di Desa Lende 
 Praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Lende, 
Kabupaten Donggala, terungkap dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah 
pembelian suara (vote buying). Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam penelitian 
ini, di mana data primer dari wawancara dengan pemilih dan tim sukses calon 
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legislatif memperkuat adanya pola transaksi langsung antara kandidat dan pemilih 
(Nurkholis et al., 2024). Transaksi ini sering kali melibatkan pemberian uang tunai 
kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan suara mereka. 
 Dalam wawancara dengan Puspita, seorang tim sukses dari dua calon anggota 
legislatif Partai Demokrat, terungkap bahwa pemberian uang tunai sebesar Rp. 
200.000 kepada calon pemilih adalah bagian dari strategi kampanye. Tanggapan 
masyarakat terhadap pemberian ini cenderung menerima, didasarkan pada faktor 
ekonomi. Namun, Ibu Puspita juga mencatat bahwa jumlah suara yang diperoleh 
kandidat tidak selalu sebanding dengan jumlah pemilih yang menerima uang. Strategi 
lain yang digunakan tim sukses adalah memberikan iming-iming untuk menarik 
simpati pemilih (Setyoko & Waluyo, 2021). Meskipun menyadari bahwa tindakan ini 
tidak baik, kondisi ekonomi menjadi alasan bagi tim sukses dan masyarakat untuk 
terlibat dalam praktik ini. 
 Temuan ini Best Practices selaras dengan teori Aspinall dan Mada Sukmajati 
(2015) mengenai bentuk-bentuk politik uang, di mana vote buying merupakan 
transaksi langsung antara suara dan uang. Praktik ini mencerminkan hubungan 
patron-klien, di mana pemilih menerima imbalan dari kandidat dengan harapan 
mendapatkan keuntungan pribadi (Novitasari & Mali, 2024). 
 Wawancara dengan Irdayanti, seorang warga Desa Lende, memberikan 
perspektif lain mengenai vote buying. Ia menyatakan bahwa politik uang sudah 
dianggap biasa di Desa Lende dan masyarakat cenderung menerima uang tunai yang 
diberikan tim sukses. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemberian uang tunai tidak 
mengubah keputusannya dalam memilih. Ibu Irdayanti menyadari bahwa politik 
uang adalah tindakan yang tidak etis dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap 
janji-janji kampanye yang sering kali tidak terpenuhi. 
 Fenomena ini menunjukkan kompleksitas praktik vote buying di Desa Lende. 
Meskipun uang tunai diberikan dan diterima, tidak selalu ada jaminan bahwa pilihan 
pemilih akan terpengaruh. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti 
kesadaran politik dan kepercayaan terhadap kandidat, juga memainkan peran penting 
dalam keputusan pemilih (Pewo & Buku, 2025). 
 Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi bahwa vote buying adalah 
bagian integral dari dinamika politik elektoral di Desa Lende (Hadiz, 2022). Praktik 
ini didorong oleh faktor ekonomi dan diterima oleh sebagian masyarakat, meskipun 
kesadaran akan dampak negatifnya juga ada. Implikasi dari temuan ini adalah 
perlunya upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi politik uang, termasuk 
edukasi politik dan penegakan hukum yang lebih efektif. 
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Gambar 1. Kandidat yang melakukan pemberian uang tunai 

 

 
 

2. Pemberian barang pribadi (Individual Gifts) pada Pemilu 2024 di Desa Lende 
 Praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Lende tidak 
hanya terbatas pada pemberian uang tunai, tetapi juga mencakup pemberian barang 
pribadi (individual gifts) kepada pemilih. Bentuk pemberian ini teridentifikasi sebagai 
taktik yang digunakan untuk menjalin kedekatan personal dengan pemilih sekaligus 
memengaruhi preferensi politik mereka (Ausath, 2024).  
 Dalam wawancara dengan Ibu Rahmiati, terungkap bahwa ia menerima jilbab 
dari istri salah satu calon anggota legislatif. Selain itu, ia juga ditawari sembako dan 
uang dari tim sukses calon anggota legislatif. Ibu Rahmiati mengaku berusaha untuk 
tetap amanah dengan memberikan suara pada Pemilu 2024, meskipun menerima 
pemberian tersebut. Ia memandang politik uang sebagai tindakan tidak etis dan 
haram dalam agama Islam. Lebih lanjut, Ibu Rahmiati mengungkapkan 
kekecewaannya karena banyak janji-janji yang dilontarkan selama kampanye tidak 
ditepati. 
 Temuan ini sesuai dengan teori Aspinall dan Mada Sukmajati (2015) yang 
mengkategorikan pemberian barang kepada pemilih sebagai individual gifts. 
Pemberian ini sering kali dikemas sebagai "bantuan sosial" untuk menghindari stigma 
negatif dari politik uang, namun tetap mengandung muatan politik transaksional. 
Dalam konteks Desa Lende, pemberian jilbab dan sembako dapat dilihat sebagai 
upaya untuk membangun hubungan personal dengan pemilih dan mendapatkan 
dukungan mereka (Alfaz & Suswanta, 2021). 
 Wawancara dengan Ibu Hartati, seorang tim sukses, memberikan gambaran 
mengenai strategi pemberian individual gifts. Ia bertugas untuk memengaruhi 
masyarakat dengan memberikan sembako kepada calon pemilih. Upaya ini dilakukan 
dengan memanfaatkan orang-orang yang memiliki pengaruh tinggi di masyarakat 
(Rijal et al., 2023). Ibu Hartati juga mengungkapkan bahwa strategi iming-iming 
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digunakan untuk menarik simpati pemilih (Setyoko & Waluyo, 2021). Sebagian besar 
masyarakat menerima pemberian sembako, meskipun ada juga yang menolak dan 
tetap teguh pada pilihan mereka. 
 Ibu Hartati menjelaskan bahwa pemberian sembako dilakukan secara tertutup 
untuk menghindari laporan pelanggaran pemilu (Diah, 2024). Hal ini menunjukkan 
adanya kesadaran akan ilegalitas praktik tersebut dan upaya untuk 
menyembunyikannya. Namun, praktik ini tetap berlangsung karena dianggap efektif 
dalam mempengaruhi pemilih. 
 Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pemberian individual 
gifts merupakan strategi yang umum digunakan dalam Pemilu 2024 di Desa Lende. 
Praktik ini melibatkan pemberian barang-barang kebutuhan pokok atau barang-
barang lain yang memiliki nilai bagi pemilih. Meskipun ada pemilih yang menolak 
pemberian tersebut atau tetap memilih sesuai hati nurani, praktik ini tetap berpotensi 
untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat (Astuti & Marlina, 2022). 
 

Gambar 2. Pemberian barang pribadi berupa jilbab 
 

 
 

3. Barang-barang kelompok (Club Goods) pada Pemilu 2024 di Desa Lende 
 Dalam dinamika politik elektoral di Desa Lende, praktik politik uang tidak 
hanya terbatas pada transaksi individual, tetapi juga termanifestasi dalam bentuk 
pemberian barang-barang kelompok (club goods). Fenomena ini merujuk pada 
pemberian fasilitas atau bantuan yang dapat dinikmati secara kolektif oleh 
masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan politik (Trisantosa et al., 
2022). 
 Wawancara dengan Bapak Asjan, Ketua KPPS TPS 2, memberikan contoh 
mengenai praktik club goods di Desa Lende. Beliau mengungkapkan adanya 
perbincangan di masyarakat terkait pembangunan lapangan voli oleh karang taruna 
desa. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dana untuk pembangunan 
lapangan voli tersebut berasal dari calon anggota legislatif, dengan fasilitasi oleh Farid 
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selaku tim sukses. Dana yang disalurkan tidak hanya untuk pembangunan fisik 
lapangan voli, tetapi juga untuk penyelenggaraan turnamen antar desa. 
 Temuan ini relevan dengan konsep club goods yang dikemukakan oleh Aspinall 
dan Mada Sukmajati (2015) sebagai salah satu bentuk politik uang. Dalam konteks ini, 
calon anggota legislatif memberikan bantuan yang bersifat komunal, yang dapat 
dinikmati oleh banyak orang (Setiyono, 2023). Pembangunan lapangan voli dan 
penyelenggaraan turnamen merupakan bentuk club goods yang diharapkan dapat 
meningkatkan popularitas dan dukungan terhadap calon legislatif yang 
bersangkutan. 
 Praktik pemberian club goods memiliki karakteristik yang berbeda dengan vote 
buying atau individual gifts. Pemberian ini bersifat kolektif dan memberikan manfaat 
yang lebih luas kepada masyarakat (Arif, 2023). Akibatnya, praktik ini seringkali 
dianggap lebih legitim dan diterima secara moral dibandingkan dengan bentuk politik 
uang lainnya. Namun, penting untuk disadari bahwa pemberian club goods tetap 
mengandung muatan politik transaksional, di mana calon legislatif mengharapkan 
imbalan berupa dukungan suara dari masyarakat (Teguh, 2024). 
 Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa praktik club goods 
merupakan bagian dari strategi politik uang dalam Pemilu 2024 di Desa Lende 
(Kusmana & Mustofa, 2024). Calon anggota legislatif menggunakan pemberian 
fasilitas dan dukungan kegiatan komunal untuk memperoleh dukungan politik. 
Pemahaman yang mendalam mengenai fenomena ini penting untuk upaya 
pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas pemilu (Tias et al., 2023). 
 

Gambar 3. Fasilitas yang di danai oleh kandidat 

  
 

Discussion / Pembahasan 
 Hasil penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa politik uang masih 
menjadi bagian tak terpisahkan dari Pemilu 2024 di Desa Lende. Temuan ini konsisten 
dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa politik uang adalah masalah 
yang terus berulang dalam setiap Pemilu di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah 
dilakukan untuk memberantasnya, praktik ini tetap eksis dan dianggap lumrah oleh 
sebagian masyarakat.    
 Politik uang tidak hanya melibatkan pemberian uang tunai, tetapi juga 

https://contribution.usercontent.google.com/download?c=CgxiYXJkX3N0b3JhZ2USTxIMcmVxdWVzdF9kYXRhGj8KMDAwMDYzM2NlNDY0NjNmZWUwMmEwYzIxZmQwMWU0NDY5ZGFmOTFmYjk5NjUxY2VhZBILEgcQuM3gsJ8EGAE&filename&opi=103135050
https://contribution.usercontent.google.com/download?c=CgxiYXJkX3N0b3JhZ2USTxIMcmVxdWVzdF9kYXRhGj8KMDAwMDYzM2NlNDY0NjNmZWUwMmEwYzIxZmQwMWU0NDY5ZGFmOTFmYjk5NjUxY2VhZBILEgcQuM3gsJ8EGAE&filename&opi=103135050
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imbalan lain seperti barang pribadi (sembako, jilbab) dan barang kelompok (dana 
fasilitas umum). Temuan ini sesuai dengan teori Aspinall dan Mada Sukmajati (2015) 
tentang kategori politik uang. Menariknya, tidak semua calon legislatif yang 
melakukan politik uang berhasil terpilih. Hanya calon pemberi sembako yang 
terkonfirmasi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi. Hal ini mengindikasikan 
bahwa jenis imbalan tertentu, seperti sembako, lebih efektif dalam memengaruhi 
pemilih karena manfaatnya langsung dirasakan.  
 Implikasinya, perlu kajian mendalam tentang strategi politik uang yang 
efektif dalam konteks lokal seperti Desa Lende. Pemerintah dan penyelenggara 
Pemilu perlu mempertimbangkan temuan ini untuk merumuskan kebijakan dan 
strategi pencegahan politik uang yang tepat sasaran. Edukasi politik tentang 
rasionalitas memilih dan konsekuensi politik uang perlu digencarkan. Penegakan 
hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang adalah kunci untuk menciptakan efek 
jera dan mengurangi praktik ini. 
    
Conclusion / Kesimpulan  
 Penelitian ini berfokus pada praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 
di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Tujuan utama penelitian ini 
adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk politik uang yang 
terjadi di tingkat desa, yang meliputi pembelian suara (vote buying), pemberian hadiah 
individu (individual gifts), dan penyediaan barang atau fasilitas kelompok (club goods). 
Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih eksis 
di Desa Lende dan terwujud dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, 
sembako, jilbab, dan dana untuk pembangunan fasilitas desa. 
 Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik uang di tingkat desa. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Pemilu, 
pengawas Pemilu, kandidat, partai politik, dan masyarakat dalam upaya mengatasi 
persoalan politik uang dan mewujudkan Pemilu yang lebih bersih dan akuntabel. 
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